
1

NO. URUSAN PEMERINTAHAN OPD PELAKSANA URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN  ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) TARGET REALISASI SATUAN PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

1. Pertanahan 1.1. Dinas Pertanahan 1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota

( 6.375.962.159,00)    ( 5.699.039.165,00)    100% 89,38% 89,38%

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

( 230.700.000,00)       ( 184.015.380,00)       21 21 Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

( 25.000.000,00)         ( 24.110.660,00)         ( 5)                    5 Dokumen

Koordinasi dan penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

( 12.500.000,00)         ( 9.723.000,00)            ( 4)                      4 Dokumen Untuk realisasi kinerja tidak ada 
hambatan, untuk realisasi keuangan 
tidak terserap secara maksimal 
karena dilakukan menyesuaikan 
pelaksanaan kegiatan

Evaluasi kinerja perangkat daerah ( 193.200.000,00)       ( 150.181.720,00)       ( 12)                    12 Bulan 1.Honorarium PPTK  dan Honor 
Pengelola blm sempat dilakukan 
pergeseran 
2. BBM tidak terealisasi karena 
menyesuaikan kegiatan bidang

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

( 4.050.341.859,00)   ( 3.585.756.366,00)   ( 12)                  12 Bulan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ( 3.226.457.119,00)    ( 2.926.190.786,00)    ( 12)                    12 Bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
tugas ASN

( 823.884.740,00)       ( 659.565.580,00)       ( 12)                    12 Bulan  Silpa honorarium gaji PTT yang lulus 2 
orang jadi Pegawai PPPK  

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

( 175.225.000,00)       ( 154.280.311,00)       ( 12)                    12 Bulan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya

( 27.225.000,00)        ( 27.032.940,00)        ( 66)                  66 Stell

Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

( 148.000.000,00)       ( 127.247.371,00)       ( 5)                      9 orang Jadwal Bimtek diaakhir tahun sehingga 
tidak dapat mengikuti

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

( 684.407.300,00)       ( 629.289.880,00)       ( 12)                    12 Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 
/ Penerangan Bangunan Kantor

( 3.282.000,00)            ( 2.924.000,00)            ( 12)                    12 bulan Berdasarkan kebutuhan (berkurang 
instalasi yang rusak)

Penyediaan Peralatan dan 
perlengkapan kantor

( 159.132.000,00)       ( 142.506.420,00)       ( 100)                  92 Jenis Berkurangnya belanja alat kebersihan, 
ATK,Perabot dan Pemeliharaan  Kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga
( 19.382.000,00)         ( 14.814.635,00)         ( 12)                    12 bulan Pembelian kebutuhan peralatan rumah 

tangga berkurang 
Penyediaan bahan logistik kantor ( 49.054.500,00)        ( 46.076.500,00)        ( 480)                480 Kotak

Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan

( 7.564.000,00)            ( 3.065.000,00)            ( 10.000)            7500 Cetak Pembelian barang cetak dan penjilidan 
menyesuaikan dengan keperluan dinas

Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan

( 11.000.000,00)         ( 10.920.000,00)         ( 12)                    12 Bulan Belanja bahan Bacaan sesuai 
kebutuhan 

Penyelenggaraan Rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD

( 260.000.000,00)      ( 249.041.325,00)      ( 12)                  12 Bulan Belanja Perjalanan Dinas sesuai 
kebutuhan 

Dukungan Pelaksnaan Sistem 
Pemerintahan Berbasi Elektronik pada 
SKPD

( 174.992.800,00)       ( 159.942.000,00)       ( 1)                      1 Sistim 1.Belanja ATK dan sewa sesuai 
kebutuhan 
2. sisa perjalanan Dinas dalam kota 
sesuai kebutuhan 

Pengadaan barang Milik Daerah 
PenunjangUrusan Pemerintah 
Daerah

( 951.000.000,00)       ( 932.500.000,00)       ( 2)                      4 Unit
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Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

( 501.000.000,00)       ( 492.200.000,00)       ( 1)                      3 Unit Belum sempat merubah target namun 
dana mencukupi untuk belanja 1 Mobil 
Jabatan Kepala Dinas dan 2  Motor 
untuk pejabat Fungsional

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau lapangan 

( 450.000.000,00)       ( 440.300.000,00)       ( 1)                      1 Unit Harga menyesuaikan Harga Pasar

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

( 176.988.000,00)       ( 109.708.981,00)       ( 12)                    12 Bulan

Penyediaan jasa surat menyurat ( 1.988.000,00)            ( 1.540.000,00)            ( 200)                  140 Materai Belanja Materai sesuai kebutuhan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik

( 175.000.000,00)       ( 108.168.981,00)       ( 12)                    12 Bulan Pembayaran sesuai kebutuhan 

Pemeliharaan Barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintahan 
daerah

( 107.300.000,00)       ( 103.488.247,00)       

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas, atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

( 107.300.000,00)      ( 103.488.247,00)      ( 13)                  13 Unit Pembayaran sesuai Kebutuhan 

2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH GARAPAN

( 274.980.000,00)       244.950.248,00 100% 89,08% %

Penyelesaian Sengketa Tanah 
Garapan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

( 274.980.000,00)       ( 244.950.248,00)       ( 2)                      10

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah 
Garapan dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

( 274.980.000,00)       244.950.248,00 ( 2)                      10 Sengketa Yg Terpasilitasi 1. Belum tersedianya produk Hukum 
yang mengatur dan memayungi upaya 
fasilitasi penyelesaian pelaksanaan 
sengketa atau konflik pertanahan yang 
terjadi di tengsh tengah masyarakat 
Kabupaten Berau,sehingga terdapat 
adanya kepastian hukum dan Fasilitasi 
penyelesaian masalah pertanahan 
tersebut.
2. Produk Hukum dimaksud Minimal 
berupa Peraturan Bupati atau Peraturan 
Daerah Kabupaten Berau, karena 
sampai saat ini Pemerintah Kabupaten 
Berau belum memiliki produk hukum di 
maksud 

3. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI 
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 
UNTUK PEMBANGUNAN

( 18.780.000.000,00) 8.760.531.233,00 100% 46,65% %

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 
dan Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota

( 18.780.000.000,00) ( 8.760.531.233,00)    ( 7)                      3
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Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 
dan Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota

( 18.780.000.000,00)  8.760.531.233,00 ( 7)                      3 Bidang Tanah yg di bebaskan1. Dari OPD Pengguna Belum menyusun 
FS dan DPPT 
2. Lambatnya masuk FS dan DPPT dari 
OPD Pengguna sehingga waktu untuk 
pembebasan Lahan sesuai tahapan 
tidak lagi memungkinkan untuk 
pembebasan yang dimaksud. 
3. Lambatnya menyusun FS dan Dppt 
dari OPD Pengguna dan juga lahan yang 
mau dibebaskan belum disesuaikan 
antara bangunan dengan DPPT masih 
perlu perbaikan.
 4.adanya tumpang tindih alas haknya

1. Lahan-lahan yang belum terealisasi di 
tahun 2023 dan lahan tersebut memang 
dibutuhkan dapat dianggarkan lagi di tahun 
2024 
2. Lahan yang di usulkan oleh OPD 
Pengguna di tahun 2024 agar segera 
menyusun FS dan DPPT

4. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,
SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM 
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 
TANAH ABSENTEE

( 502.980.000,00)       ( 355.802.880,00)       100% 70,74% %

Penetapan Subjek dan Objek 
Redistribusi Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah Kelebihan 
Maksimum dan Tanah Absentee 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

( 502.980.000,00)       ( 355.802.880,00)       ( 100)                  81

Inventarisasi Subjek dan Objek 
Redistribusi Tanah

( 308.800.000,00)       ( 212.564.766,00)       ( 50)                    42 Bidang Tanah yg terinventarisasi1. Inventarisasi data bertahap tahun 
2023 hanya 1 lokasi yaitu kampung 
Mapulu Kec. Kelay 

Inventarisasi dan Rekomendasi Objek 
Redistribusi Tanah

( 194.180.000,00)       ( 143.238.114,00)       ( 50)                    39 Bidang Tanah yang direkomendasikanRekomendasi bidang tanah realisasi 
lebih rendah dari target 
1. Hanya 1 lokasi Kampung Mapulu 
2. Jumlah KK menyesuaikan dengan 
Lokasi Target yang di Inventarisir
3. ada satu KK Pindah Kekampung Lain, 
satu lahan Kosong dan satu yg sudah 
terbangun tapi belum ada pemilik

Masih melakukan Koordinasi dengan Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata 
Lingkungan Wilayah IV Samarinda terkait 
masih adanya IUPHHK ( Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ) diatas 
lahan Kampung Mapulu Kec.Kelay

5. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN 
MEMBUKA TANAH

( 965.000.000,00)       ( 797.466.652,00)       100% 82,64% %

Penerbitan Izin Membuka Tanah ( 965.000.000,00)       ( 797.466.652,00)       ( 20)                    48
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemberian Izin Membuka Tanah

( 557.840.000,00)       ( 508.442.146,00)       ( 20)                    48Bidang Tanah yang di data dan dipetakanRealisasi Kinerja Lebih Besar dari Target 
1. sub.kegiatan ini memfasilitasi sub. 
kegiatan  Inventarisasi Subyek dan 
Obyek Redistribusi tanah
2. dan turun kelapangan menggunakan 
dana dari  sub kegiatan Inventarisasi 
Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
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Pengendalian Pemanfaatan Tanah 
Negara

( 407.160.000,00)       ( 289.024.506,00)       ( 7)                      12 Kecamatan (terlaksana  Monev SKPT)1. Terealisasi 12 Kecamatan yang di 
montoring, Kec, Tg,Redeb,Kec.Teluk 
Bayur,Kec.Segah,Kec.Kelay,Kec.P.
Derawan.Kec.Maratua,Kec.Tabalar,Kec.
Biatan,Kec.Talisayan,Kec.Batu Purih 
dan Biduk-Biduk
2. Silva anggaran karena adanya dana 
carbon (FC-FPCF) sebesar 150 juta dan 
kegiatan tersebut tidak cukup waktu 
untuk dilaksanakan 

6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH ( 918.277.000,00)       ( 561.941.412,00)       100% 61,20% %
Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu Daerah 
Kabupaten/Kota

( 918.277.000,00)       ( 561.941.412,00)       ( 4)                      4

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah

( 427.520.000,00)       ( 205.707.386,00)       ( 4)                      4Bidang yang dikoordinasikan dan di singkronisasikan1. Silpa anggaran karena adanya dana 
Karbon atau (FC-FCPF) kegiatan ini blm 
dapat dilaksanakan karna belum 
adanya data dan kesulitan untuk akses 
masukke dalam wilayah perusahaan 
untuk pengambilan data di lokasi

Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah 
Kewenangan Kabupaten/Kota

( 349.987.000,00)      ( 274.066.686,00)      ( 1)                    1 Dokumen

Koordinasi dan Singkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kabupaten/Kota

( 140.770.000,00)       ( 82.167.340,00)         1 1 Dokumen 1. belum adanya obyek lokasi yang bisa 
dilaksanakannya  kegiatan konsolidasi 
tanah yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 
2. dari beberapa target lokasi yang 
direncanakan belum memenuhi syarat 
untuk dilaksanakannya kegiatan 
konsolidasi tanah tersebut

JUMLAH ( 27.817.199.159,00) ( 16.419.731.590,00) 59.03%


